
a. bahw.a Peraturan Bupati Nornor 5 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa tahun 2016 
sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 
49/PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, 
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana 
Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 
pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan 
Bupati atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 Tahun 
2016 tentang pedoman pelaksanaan dana transfer ke desa 
tahun 2016 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa. Tenga.h; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara R.epublik Indonesia Nomor 
5495); 
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Pasal 7 
Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada 
tahun anggaran berjalan dengan ketentuan : 
a. Tahap I (kesatu) sebesar 60% (enam puluh perseratus) 

c.-,:,t"'fo h nP~ mPmPn11 hi nersvaratan: 

1. Ketenruan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke 
Desa Tahun 2016 ( Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 
2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut: 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2016. 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam 
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peratu.ran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pen .. bahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pedoman Keuangan Desa; 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2016; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07 /2016 
ten tang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa. 

Menetapkan 



EKO SUTRISNO WIBOWO 
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR to 

Diundangkan di Wonosobo 
pada tanggal f; ApRil lOIG 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 21 
Bupati menunda penyaluran Dana Transfer ke Desa tahap II, 
dalam hal, Kepala desa tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. 

4. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dihapus sehingga keseluruhan 
Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: 

3. Ketentuan Pasal 11 dihapus. 

memenuhi sepanjang Desa penyaluran Dana 
persyaratan. 

Pasal 8 
(1) Penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah serta Bagi 

Hasil Retribusi Daerah disalurkan dalam 2 ( dua) tahap 
bersamaan dengan penyaluran Dana Desa. 

(2) Untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
B pati dapat menyalurkan ADD dan Bagi Hasil Pajak 
Daerah serta Bagi Hasil Retribusi Daerah terpisah dari 

2. Ketentuan Pasal 8 ayat ( 1} diubah sehingga keseluruhan 
Pasal 8 berbunvi sebagai berikut : 


